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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2012 ..
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 33 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah serta Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor ~5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



2

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tala Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 0 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2013.

Pasal1

(1) Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2013 yang selanjutnya disebut
RKPD Tahun 2013 rnerupakan dokurnen perencanaan pernbangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2013 yang dirnulai pada
tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desernber 2013.

(2) RKPD Tahun 2013 sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), disusun di dalarn
2 (dua) buku, dengan sisternatika sebagai berikut :

BUKU I

BABI PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

BUKU II

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2013 rnenjadi pedornan bagi
Pernerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalarn rnenyusun :

a. Rancangan Kebijakan Urnurn APBD (KUA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sernentara (PPAS) Tahun Anggaran 2013.

b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerahl
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2013.

Pasal3

Uraian lebih lanjut rnengenai Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2013
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1, tercanturn dalarn Larnpiran yang
rnerupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK TA JAKARTA,

o

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 J u n i 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 52




